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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 

merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki 

dampak serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap 

kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak 

hanya melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan 

korban secara ilegal, tetapi juga sering kali disertai dengan unsur 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta eksploitasi yang 

merugikan korban baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. 

Dalam praktiknya, penanganan kasus TPPO masih menghadapi 

berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak 

hukum, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. 

Oleh karena itu, upaya penanggulangan TPPO memerlukan pendekatan 

yang komprehensif yang melibatkan peran pemerintah, aparat penegak 

hukum, serta partisipasi aktif masyarakat 

2. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perdagangan orang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan 

rasa keadilan, keamanan, serta pemulihan yang layak bagi para korban. 

Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur 
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mengenai pencegahan dan penanganan TPPO, implementasinya di 

lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Korban sering 

kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap bantuan 

hukum, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial setelah mengalami 

eksploitasi. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dari 

pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat mekanisme 

perlindungan korban, meningkatkan efektivitas penegakan hukum 

terhadap pelaku, serta memperluas program pencegahan melalui 

edukasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

B. Saran 

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem 

pengawasan dan regulasi dalam proses perekrutan serta penempatan 

pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pengawasan tersebut perlu 

dilakukan secara lebih ketat terhadap agen perekrut, perusahaan 

penempatan tenaga kerja, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

migrasi tenaga kerja. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti 

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri perlu 

ditingkatkan agar penanganan kasus perdagangan orang dapat 

dilakukan secara lebih efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku 

perdagangan orang juga harus dilakukan secara tegas dengan 

memberikan sanksi pidana yang berat agar menimbulkan efek jera 
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serta mampu memutus jaringan perdagangan orang yang bersifat 

terorganisir dan lintas negara. 

2. Pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan upaya 

pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang, 

khususnya terkait tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak 

resmi atau melalui media sosial. Edukasi ini penting untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap 

tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tanpa prosedur yang 

jelas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan 

terhadap pekerja migran melalui penyediaan informasi yang transparan 

mengenai prosedur kerja di luar negeri, akses terhadap bantuan hukum, 

serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi masyarakat yang menjadi 

korban atau mengetahui adanya praktik perdagangan orang. Dengan 

adanya langkah pencegahan yang komprehensif tersebut, diharapkan 

angka kasus perdagangan orang di Indonesia dapat ditekan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat lebih terjamin. 
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